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ABSTRAKSI 

PENGAR UHPER JANJIANPERKAWINANTERHA DAPHARTA 
BA W AAN JIKA TERJA DI PERCERAIAN MENURUT 

UNDANG- UNDANG NO MOR 1TAH UN1974 
(StudiKasus di Pengadilan Agama Medan) 

O L E H  
MUFTI MA ULANA HARAHAP 

NIM : 07 840 0191 
BID ANG HUKUM KEPER D ATA AN 

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pengaruh keberadaan perjanjian 
perkawinan terhadap harta bawaan jika terjadi perceraian. Dimana dengan adanya 
suatu perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan akibat 
kepada pelaksanaan pembagian dari harta perkawinan itu sendiri. . 

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan pennasalahan bagaimana 
keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, bagaimana Cara 
Penentuan Status Harta Bawaan dalam suatu perkawinan dan bagaimana status 
harta perkawinan jika terjadi pen;eraian? 

Dalam melakukan pembahasan maka dilak:ukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan. 

Setelah dilakukan penelitian mak:a diketahui perjanjian perkawinan 
sangat menentukan status harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian. 
Karena dengan adanya perjanjian perkawinan akan didapatkan kejelasan 
tentang status harta bawaan dari suami maupun isteri. Sehingga dengan 
adanya perjanjian perkawinan maka harta bawaan akan dapat dibagi sesuai 
dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang bercerai itu 
sendiri. Status harta perkawinan jika terjadi perceraian, maka harta benda 
yang didapatkan di dalam perkawinan tersebut akan dibagi dua, yaitu separuh 
untuk suami dan separuh lagi untuk isteri, setelah dipotong dengan hutang 
piutang yang terbit selama perkawinan tersebut. Tentang harta bawaan yang 
selama ini diperjanjikan terpisah dengan harta bersama tetap dimiliki dan 
dikuasai oleh masing-masing pihak yang bercerai. Kedudukan harta 
perkawinan terhadap pihak ketiga maka harta benda yang didapatkan selama 
perkawinan berlangsung menjadi jaminan perikatan hutang piutang dengan 
pihak ketiga. Sehingga dengan demikian baik isteri maupun suami menjadi 
terikat secara bersama untuk menanggung hubungan yang terjadi dengan 
pihak ketiga. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Dalam kehidupan manusia di dunia ini dapatlah kita lihat bahwa pada 

kenyataannya dua orang anak manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu antara 

seorang pria dan seorang perempuan menjalani suatu kehidupan bersama dalam 

suatu kesatuan rumah tangga. Kedua orang anak manusia yang berlainan kelamin 

ini, lazimnya disebut sebagai pasangan suami isteri, apabila kehidupan bersama 

tersebut didasari oleh kaidah-kaidaha hukum yang telah ditentukan. 

Pada dasarnya dalam masyarakat adat Indonesia bahwa tujuan utama dari 

suatu perkawinan adalah untuk memperoleh anak sebagai penerus keturunan ini 

tentunya harus dilakukan dengan suatu perkawinan yang sah menurut kaidah­

kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian akibat-akibat yang timbul dari 

perkawinan tersebut pun akan sah menurut hukum. 

Salah satu akibat dari suatu perkawinan adalah status harta benda yang ada 

sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung. Demikian juga, apabila terjadi 

suatu perceraian dari perkawinan tersebut, tentu akan ada pula akibat yang timbul 

terhadap harta kekayaan baik kedua suami isteri itu maupun terhadap pihak ketiga. 

Dapat dikatakan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 telah diusahakan suatu unifikasi hukum tentang perkawinan. Sehingga segala 

sesuatu yang menyangkut mengenai perkawinan adalah didasarkan kepada 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kecuali hal itu tidak ada diatur di dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Demikian juga halnya dengan status 

dari harta perkawinan, dapat ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang 

No. I Tahun 1974 termasuk halnya membuat perjanjian perkawinan dalam 

mengatur harta bawan dalam suatu perkawinan. 

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Undang"'."undang perkawinan mengatur masalah 

perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk 

kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing,suami 

ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian 

perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak. 

Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan. Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian perkawinan 

menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata: Perubahan sama sekali tidak 

dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya 

perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, perubahan 

dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus 

dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan isinya 

tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. 

Berdasarkan hal tersebut tentunya adanya suatu hal yang sangat esensial 

bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian perkawinan. Dimana hal-hal yang 
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